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JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata
dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia,;

bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang
tersebar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, perlu membangun kerja sama
pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara
terintegrasi;

bahwa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.01.PR.08.08 Tahun 2003 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan
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Mengingat :

1.

kebutuhan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum di lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang terintegrasi, sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 142);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
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6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat JDIH adalah
wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib,
terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian
pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan
cepat.

Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan
perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada
putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah
hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah
akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Informasi hukum adalah semua data dan keterangan mengenai
Dokumen Hukum.

Pusat JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya
disebut Pusat JDIH adalah unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan
Hukum Nasional yang mengoordinasikan pengelolaan JDIH di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Anggota JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah unit kerja di lingkungan


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

